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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
terhadap Hukuman di Bawah Minimum atas Tindak Pidana Pencabulan (Kajian
Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg)” merupakan hasil dari penelitian
atas putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua
pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan
sanksi pidana persetubuhan di luar perkawinan pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Trg dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi
pidana persetubuhan di luar perkawinan pada Putusan Nomor:10/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Trg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)
dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah
pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa sebuah putusan
Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg sebagai
data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat
para ahli, dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana
pencabulan terhadap anak yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif
analisis dengan pola pikir deduktif untuk mendapat analisis khusus dalam hukum
pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman
berupa penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan 2 (dua) bulan pelatihan kerja,
karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam
pasal 81 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Namun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri
Tenggarong dalam memutus perkara bagi pelaku pencabulan terhadap anak ini
masih mengategorikan pelaku sebagai seorang anak, padahal usianya sudah
mencapai 18 tahun lebih. Dalam tinjauan hukum Islam seseorang yang usianya
sudah 18 tahun dan tidak memiliki gangguan kejiwaan itu sudah dianggap
dewasa.

Diharapkan agar hakim lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman
yang diberikan terhadap terdakwa benar-benar baik. Untuk para orang tua dan
masyarakat, diharapkan agar lebih menjaga anaknya dari pengaruh buruk di luar
sana. Akibar perkembangan zaman makin banyak pula tingkat kejahatan, selain
itu selalu mendidik anak dengan baik sejak dini.

Vi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan melalui
proses Amandemen UUD NRI 1945." Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah
hukum harus ditegakkan ke semua kalangan, dan tanpa pandang bulu di negara
Indonesia. UUD NRI 1945 telah menjadi hukum tertinggi (the supreme law of the
land) yang mengharuskan UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum yang utama

dalam pelaksanaan kehidupan bernegara.

Pembangunan di bidang hukum semakin ditingkatkan sejak saat itu,
kemudian hukum akan dikatakan sempurna jika terlaksanakannya fungsi dari
hukum itu sendiri yaitu sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan law as tool of
social engineering, instrumen penyelesaian masalah dispute resolution, dan
instrumen pengatur perilaku masyarakat social control.>Adanya perkembangan di
bidang hukum menghasilkan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yakni
Undang-Undang Hukum Pidana yang pengaturannya tidak ada di Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, dapat melengkapi yang tidak tercakup
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan pengaturan

terhadap tindak pidana khusus ini berasas lex special

! Jimly Asshidigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11.
2 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 2.



derogate legi generalis yang memiliki arti ketentuan yang bersifat khusus akan

diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum.

Lembaga penegak hukum telah berupaya untuk menegakkan keadilan
yang pokok. Ada salah satu semboyan yang berbunyi tegakkan hukum (keadilan)
meski langit akan runtuh, yang telah dikenal oleh kalangan masyarakat.
Berkaitan dengan itu, berbagai pihak yang telah merasa dirugikan oleh persoalan
tindak pidana, akan merasa adil jika semua konflik diselesaikan dengan
penjatuhan pidana. Termasuk pula tindak pidana yang dilakukan terhadap anak
(pencabulan) yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini. Tindak pidana terhadap
seorang anak (pencabulan) atau pelecehan seksual terhadap seorang anak, saat ini

telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun belakangan.

Pencabulan merupakan berbagai nama kelompok jenis perbuatan yang
melanggar kesusilaan atau kesopanan, serta termasuk perbuatan persetubuhan di
luar perkawinan.* Sedangkan R. Soesilo berpendapat pencabulan adalah segala
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang
semuanya itu di dalam lingkungan nafsu birahi. Misalkan, beciuman, meraba-raba
payudara, meraba-raba anggota kemaluan, dan sebagainya. Termasuk pula dalam

pengertian perbuatan pencabulan adalah persetubuhan.’

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa

pencabulan atau perbuatan cabul itu sendiri adalah tindakan pelecehan seksual

¥ Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), 94.

*H. A. K Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 11, (Bandung: Alumni, 1981), 231.

® R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
:lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia,1991), 212.



yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain (seorang anak) dengan tujuan

sebagai pemuas nafsu birahi atau untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencabulan atau perbuatan
cabul telah diatur dalam pasal 289 sampai 296 tentang kejahatan kesusilaan dalam
Bab XIV.® Pencabulan atau perbuatan cabul terhadap anak seiring perkembangan
jaman semakin menjadi perhatian masyarakat luas, sehingga pembuat Undang-

Undang legal policy memperhatikan kasus tersebut dengan sangat serius.

Pemerintah secara khusus membuat peraturan perundang-undangan
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, untuk
menanggulangi kejahatan pelecehan terhadap anak atau cabul yang semakin
marak terjadi di Indonesia. Undang-Undang tersebut berperan sebagai
penyempurna yang bersifat khusus dari pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP
yang mengatur tentang pencabulan atau perbuatan cabul. Pada pasal 81 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ancaman hukuman telah ditentukan untuk
pelaku tindak kejahatan cabul terhadap anak, yaitu dengan pidana penjara paling
sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak adalah Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain dalam hukum positif, pencabulan atau perbuatan cabul diatur
dalam hukum Islam. Pencabulan atau perbuatan cabul termasuk dalam kategoti
perbuatan zina. Zina secara harfiah memiliki arti fahisyah, yaitu perbuatan yang

keji. Zina menurut istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki

® 1bid,.,212-217.



dengan seorang perempuan yang tidak terikat di dalam hubungan perkawinan,
baik dengan cara suka sama suka atau dengan paksa.” Sedangkan menurut para
fukaha dari kalangan mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwa zina adalah
hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang
perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak saling memiliki

hubungan suami istri secara sah atau ikatan perkawinan syubhat.®

Dalam Alquran telah dijelaskan tentang dasar hukum perbuatan zina itu

sendiri terdapat dalam Q.S Alisra ayat 32 yang berbunyi:

(e ooy ol IS A0 15558

=

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.’

Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa perbuatan cabul
atau zina tidak hanya diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bahkan hukum Islam pun telah melarang perbuatan cabul atau zina.

Adapun bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah
umur ini memiliki beberapa faktor yaitu faktor psikologi atau kejiwaan, faktor

lingkungan, faktor media, dan faktor kebudayaan.

Penjelasan tentang perbuatan cabul atau pelecehan seksual telah
dijelaskan baik dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Upaya

pemerintah dalam mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

7 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

® Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari
Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).119.

’ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus
Segara,2013), 285.



perlindungan anak sampai saat ini tidak meredakan masalah kejahatan pencabulan

atau perbuatan cabul.

Selain dengan hukuman materiil yang telah disebutkan di atas peranan
penegak hukum sangat berpengaruh terhadap tegaknya keadilan dalam
masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana proses peradilan telah diatur menjadi pedoman para

majelis hakim untuk menyelesaikan permasalahan di persidangan.

Dalam hal ini hakim dituntut untuk cermat dan berhati-hati dalam
menangani sebuah perkara. Karena, dalam peradilan di Indonesia terdakwa
dibedakan menjadi terdakwa yang telah dewasa dengan yang belum dewasa
(anak). Untuk kategori peradilan dewasa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai
dengan yang tertulis dalam Undang-Undang. Sedangkan untuk kategori peradilan
anak, dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
peradilan anak yang berbunyi “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak
paling lama %2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang

dewasa”.

Namun berbeda dengan yang terjadi pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Trg Dimana dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri
Tenggarong menggunakan sistem peradilan anak. Padahal dalam melakukan
aksinya terdakwa Muhammad Rahman alias Pedri bin Muhammad Sanusi telah
berusia 18 tahun. Dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 berbunyi “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut



anak adalah anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sehingga dapat dikatakan bahwa majelis hakim kurang tepat untuk
memberikan sistem peradilan anak pada kasus yang dilakukan oleh terdakwa
Muhammad Rahman alias Pedri bin Muhammad Sanusi. Karena dengan peradilan
anak yang digunakan hakim dalam menangani perkara tersebut mengakibatkan

terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang terbilang di bawah minimal.

Dalam kasus tersebut terdakwa yang bernama Muhammad Rahman alias
Pedri yang saat ini telah berusia 18 tahun, dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut
umum, terdakwa telah melakukan pencabulan atau pelecehan seksual terhadap
korban Agustin Dela Afelia yang berusia 16 tahun. Jaksa penuntut umum dalam
kasus ini memberikan dakwaan dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Di dalam pasal tersebut telah jelas
bahwa hukuman penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun penjara. Akan tetapi,
hakim dalam memutuskan perkara ini masih menganggap terdakwa adalah
seorang anak. Sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan.

Atau bisa dikatakan di bawah minimum hukuman pidana paling singkat.

Melalui uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas,
yakni tentang pencabulan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa
terhadap seorang anak yang telah diputus di bawah minimum hukuman yang
seharusnya, yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong.

Penulis tertarik terhadap putusan tersebut untuk mengangkatnya dalam skripsi,



guna mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam
memutuskan perkara tersebut. Apakah telah sesuai dengan penerapan pasal-pasal
yang telah didakwakan jaksa penuntut umum serta ditinjau dari hukum acara

pidana Islam.

Hal tersebut kemudian telah membuat Penulis tertarik untuk menjadikan
putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai
skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap
Hukuman di Bawah Minimum atas Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Putusan

Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg)”.

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, Penulis
mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai

berikut:

1. Pandangan hukum positif terhadap pencabulan atau perbuatan cabul yang

dilakukan terhadap seorang anak

2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pencabulan atau perbuatan cabul

yang dilakukan terhadap seorang anak.

3. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencabulan atau perbuatan cabul.

4. Sanksi pidana kepada pelaku pencabulan atau perbuatan cabul terhadap anak

dalam hukum positif.



Dari paparan identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membuat

batasan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku
pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor: 10/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Trg.

2. Tinjauan hukum Islam dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku
pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor: : 10/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Trg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, supaya penelitian ini terarah maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sanksi
pidana persetubuhan di luar perkawinan pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Trg?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana
persetubuhan di luar perkawinan pada Putusan Nomor:10/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Trg?



D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk
mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti."® Sehingga jelas bahwa kajian
yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian

penelitian terdahulu.

Dalam kajian pustaka ini, akan ada beberapa pemaparan beberapa skripsi
terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak.

Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Isnaini mahasiswa program studi hukum pidana
Islam pada tahun 2018. Nur Isnaini menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan
Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dan Hukum
Tentang Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak
Kandung  (Studi  Direktori  Putusan  Pengadilan  Negeri  Garut
Nomor:295/P1d.Sus/2014/PN.Grt)”. Penelitian ini pokok pembahasannya
adalah tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak
kandungnya, dan telah diatur dalam KUHP dengan jelas tentang
permasalahan tersebut. Akan tetapi dalam mengambil keputusan tentang
sanksi yang akan diterima oleh terdakwa hakim memiliki pertimbangannya
sendiri. Hakim memutus kepada terdakwa yaitu melakukan pencabulan dan

kekerasan fisik terhadap anak kandung dan diberi hukuman selama 5 (lima)

19 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya,
2016), 8.
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tahun penjara. Dalam hukum Islam perbuatannya diberi hukuman takzir.

Dasar hukum yang digunakan kurang mempertimbangkan pasal 65 KUHP.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Wahyu Dzilhajj mahasiswa program studi
hukum pidana Islam pada tahun 2018. Ahmad Wahyu Dzilhajj menulis
skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm)”. Dalam
skripsi tersebut, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa
(tenaga pendidik) dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.
1.000.000.000,00. Sedangkan, putusan majelis hakim di atas dinilai kurang
tepat, karena seharusnya hakim memutus dengan menambah sepertiga dai

ancaman hukuman, dikarenakan terdakwa adalah seorang tenaga pendidik.*?

3. Skripsi yang ditulis oleh Tamsihul Hadi mahasiswa program studi hukum
piana Islam pada tahun 2019. Tamsihul Hadi menulis skripsi yang berjudul
“Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak
Usia 16 Tahun Prespektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor:
20/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg”. Dalam skripsi tersebut majelis hakim
menjatuhi hukuman terhadappencabulan yang dilakukan oleh anak usia 16

tahun dengan sanksi pidana 1 tahun 10 bulan dan denda Rp. 500.000.000,00

1 Nur Isnaini, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dan Hukum
Tentang Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor:295/Pid.Sus/2014/PN.Grt).(Skripsi--, UIN
Sunan Ampel Surabaya,2018).

2 Ahmad Wahyu Dzilhajj, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana
Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm).(Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya,2018).
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yang seharusnya terdakwa masih seorang anak atau masih dibawah umur 18
tahun tidak boleh dijatuhi hukuman denda sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.®

Dari beberapa contoh skripsi yang telah disebut di atas, dapat kita ketahui
bahwa sudah banyak skripsi yang telah membahas tentang pencabulan atau
perbuatan cabul terhadap anak. Namun berbeda hal dengan skripsi yang akan
dibahas dalam skripsi ini, penulis akan membuat skripsi dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hukuman di Bawah Ketentuan
Undang-Undang atas Tindakan Berhubungan di Luar Perkawinan Seorang Laki-
Laki Terhadap Anak di Bawah Umur (Kajian Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-
Anak/PN.Trg)”, yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah
pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana penjara di bawah minimal

yang seharusnya telah ditentukan oleh undang-undang.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui
penelitian yang dilakukannya.'* Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di
atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan
sanksi pidana persetubuhan di luar perkawinan pada putusan Nomor:

10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

3 Tamsihl Hadi, Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Usia
16 Tahun Prespektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-
Anak/2015/Pn.Pdg.(Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya,2018).

¥ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis.., 12.
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2. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam hukum pidana Islam terhadap
persetubuhan di luar perkawinan dalam putusan  Nomor:10/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Trg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat memberikan
manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari

penelitan ini yaitu:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

a. Dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan pemikiran untuk menambah

pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum pidana Islam.

b. Dapat menjadi acuan penelitian dan kajian mengenai kejahatan persetubuhan

di luar perkawinan.

2. Aspek praktis (terapan)

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dalam
memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan untuk aparat
penegak hukum bisa dijadikan bahan masukan penelitian untuk membuat
dakwaan serta tuntutan yang mungkin dapat disesuaikan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
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G. Definisi Operasional

Penulis menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan
Hukum Positif terhadap Hukuman di Bawah Minimum atas Tindak Pidana
Pencabulan (Kajian Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg)” untuk
memberikan kejelasan tentang pemahaman arti dan maksud dari judul di atas,

maka penulis akan menjelaskan definisi kata berikut:

1. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu
Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku seorang mukmin, yang
tela diakui dan diyakini, sifathya mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam
hukum Islam terdapat hukum pidana Islam yang mana memiliki pengertian
bahwa perbuatan yang telah dilarang syarak, baik perbuatan itu dapat
merugikan jiwa, harta, dan benda.® Dalam permasalahan ini hukum Islam
yang dimaksud disini adalah h}add. Karena terdakwa telah melakukan
tindakan perzinaan, dan status terdakwa adalah bukan suami atau duda
(belum kawin). Jadi zina yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam

golongan zina ghuyru muh}san.

2. Hukum positif adalah suatu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang
saat ini berlaku yang mengikat secara umum atau khusus, dan ditegaskan
melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Dalam hal ini
penulis akan menganalisa tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak yang mana pada pasal 81 ayat (1) telah

1> Dr, Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group,2019), 2.
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disebutkan bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak
sebagai korbannya, maka ia (terdakwa) akan dijatuhi sanksi pidana penjara
minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Hukuman di bawah minimum memiliki 2 poin yang yang harus dimengerti,
petama yaitu hukuman menurut KBBI adalah siksa dan sebagainya yang
dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah minimum, dalam KBBI memiliki perngertian
yang paling sedikit (sedikit,kurang) yan paling rendah (tentangnilai, harga,
upah, dan sebagainya). Dalam penelitian ini hukuman yang diterima oleh
terdakwa dibawah paling singkat dari ketentuan yang diatur dalam undang-

undang.

4. Pencabulan menurut KBBI memiliki arti proses, cara, perbuatan mencabuli.
Dan cabul sendiri memiliki pengertian perbuatan yang keji dan kotor, tiak
senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan). Dalam undang-undang
perlindungan anak dalam pasal 76D memiliki penjelasan ‘“‘setiap orang
dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekeraan memaksa anak

melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan
data untuk tujuan penelitian. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif

dengan prosedur penelitian kajian pustaka library research, yaitu penelitian yang
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sumber informasinya berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan objek

penelitian.®®

1. Data yang dikumpulkan

a. Data primer adalah data tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan

kepada pacar dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

b. Data sekunder adalah berisikan tentang teori-teori dan pandangan hukum
para ahli hukum yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri
Tenggarong Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

2. Sumber data

a. Sumber primer
Data primer memiliki arti data penelitian yang langsung pada sumber data
yang diteliti.'” Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah
direktori putusan yang didapat dari Mahkamah Agung.

b. Sumber sekunder
Data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan untuk
data primer. Peneliti tidak langsung memperoleh data dari subyek
penelitian. Sumber dari data sekunder biasanya berupa buku, kitab, jurnal,
atau bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas,

misalnya:

18 Sperjono Soekamto, Penelitian Hukum,..., 13.
7 saifuddin Azwar, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), 91.
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1) Peraturan undang-undangan terkait dengan tindak pidana pencabulan

anak di bawah umur.

2) Kementerian Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemahnya

3) Buku, jurnal, dan website tentang pencabulan anak di bawah umur.

3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitianya yakni penelitian pustaka, maka
penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dan dokumentasi. Sehingga
teknik yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data berupa sebuah
putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri Tenggarong serta penggalian
bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana
pencabulan. Bahan pustaka yang digunakan berupa Undang-undang, buku-
buku yang ditulis oleh ahli hukum terutama ahli dalam hukum pidana Islam,
kemudian memilih sumber data yang akan digunakan dalam pembahasan
masalah. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini
adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditunjukkan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen, atau melalui
berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Trg.

4. Teknik analisis

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif analisis, yakni untuk mendiskripsikan subyek penelitian berdasar
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pada variabel yang diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk hipotesis.'®
Maksudnya adalah menguraikan penerapan unsur-unsur dalam pesal terkait
hukuman kejahatan pecabulan atau perbuatan cabul yang diputus oleh hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong secara menyeluruh, mulai dari deskripsi
kasus, pertimbangan hukum hakim, dan isi putusan dalam putusan Nomor:

10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

Selanjutnya penulis akan menggunakan kerangka pikir deduktif, yakni
analisa data dengan memaparkan data yang diperoleh secara menyeluruh
untuk ditarik kesimpulan dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan

analisis terhadap sumber data yang diperoleh.

Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan kepada pembaca, agar dapat memahami
pokok-pokok pembahasan yang ada dalam skripsi ini, penulis akan menyusun

sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan: memuat tentang latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori: membahas tentang teori konsep hudud
dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah dan hukum positif di Indonesia.

Yang meliputi, pengertian, unsur-unsur, macam-macam, serta sanksi hukuman.

18 Saifudin Azwar, Metode Penelitian...,6.
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Bab ketiga adalah hasil dari penelitian: bab ini mendiskripsikan secara
singkat tentang kasus persetubuhan di luar perkawinan yang mengakibatkan
korban hamil, dasar hukum, dan pertimbangan hakim tentang kasus persetubuhan
di luar perkawinan, dan amar putusan Pengadilan Negerti Tenggarong Nomor:

10/Pid.Sus-Anak/217/PN.Trg.

Bab keempat adalah analisis: bab ini membahas tentang analisis terhadap
putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tentang persetubuhan di luar perkawinan
yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, serta menganalisis
tentang tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam

putusan Nomor; 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

Bab kelima penutup: merupakan bagian akhir dari penelitian atau
penyusunan skripsi, yang di dalamnya memuat tentang kesimpulan yang

merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.



BAB I1
SANKSI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR
DAN KONSEP HUDUD DALAM JARIMAH ZINA DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA

A. Konsep Hudud dalam Jarimah Zina
1. Jarimah Zina

Jarimah Zina memiliki dua kosa kata, jarimah mengandung arti
perbuatan buruk, jelek, atau dosa.”! Kemudian zina berasal dari bahasa Arab,
yakni zanaa — yazni — zinaa — aan yang \memiliki arti atal mar-ata min
ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin, artinya adalah menyetubuhi wanita tanpa
melalui sebuah akad menurut syarak atau wanitanya adalah seorang budak
belian.? Menurut hukum Islam, zina merupakan hubungan kelamin antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat di dalam

hubungan perkawinan, baik dengan cara suka sama suka atau dengan paksa.

Pada dasarnya zina yang secara bahasa dan istilah syarak memiliki
pengertian sama Yyaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki

dan seorang perempuan pada kemaluan keduanya tanpa didasari dengan

!Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 26.
? Ibnu Hajar Ash-Qalany, Bulugh al-Maram, (Jakarta: PT.Renika Cipta, 1992), 190.

19
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sebuah ikatan perkawinan serta syubhat kepemilikan.® Para ulama

memberikan definisi tentang zina sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh

seorang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya

secara disepakati dengan kesengajaan.*

Menurut Hanafiyah, mereka berpendapat zina adalah hubungan seksual
yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang
disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak saling memiliki hubungan

suami istri secara sah atau ikatan perkawinan syubhat.

Menurut Syafi’iyah, zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang
diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat tabiatnya menimbulkan

syahwat.

Menurut Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan)

baik terhadap kubul maupun dubur.

Menurut Al-Jurjani, zina adalah memasukan penis ke dalam vagina yang
bukan miliknya (istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau

kekeliruan).

Menurut 1bn Rusyd, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh

seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan

*Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figih Islam 7 Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar
Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 303.

* Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 7.

® Masyfuk Zuhdi, Masail Fighiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji Masagung, 1992),

33.
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yang sah dan bukan kepemilikan hamba sahaya. Kemudian zina yang akan
mendapatkan sebuah hukuman adalah seorang laki-laki tersebut
memasukkan kemaluannya sampai tekuknya ke dalam kemaluan

perempuan (farji).

Zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang
secara sah dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya.® Jarimah zina adalah
perbuatan yang keji dan semua agama tidak ada yang menghalalkannya
disertai sanksi begitu berat karena mengancam kehormatan dan hubungan

nasab.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
perbuatan zina adalah perbuatan yang melanggar kesopanan yang dilakukan
oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan

serta kepemiikan syubhat.

Beberapa pendapat para fukaha di atas dan kesimpulan yang dapat
diambil dari beberapa pendapat fukaha, kita mengambil kejelasannya bahwa

Kriteria perzinaan yaitu sebagai berikut:

a. Zina adalah perbuatan seorang laki-laki yang memasukan alat kelaminnya
(zakar) ke dalam alat kelamin perempuan (farji). Dengan begitu, selain
memasukkan zakar seorang laki-laki ke dalam farji perempuan maka tidak

disebut dengan zina, begitu pula sebaliknya memasukkan zakar seorang

® Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana, (Surabaya: UINSunan Ampel Press, 2014, 61.
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laki-laki ke lubang mana saja selain lubang farji maka itu pula tidak

disebut zina.

b. Berhubungan badan dengan sesama manusia, berarti jika persetubuhan itu

dilakukan dengan mayat atau hewan tidak pula disebut zina.
2. Unsur Jarimah Zina

Unsur yang terkandung dalam jarimah zina antara lain adalah

sebagai berikut:

a. Pesetubuhan yang Haram

Jarimah zina adalah persetubuhan yang diharamkan baik dalam
kemaluan mulai dari kepala kemaluan hasyafah yang masuk ke dalam fajri
walaupun hanya sedikit, itu sudah dianggap sebagai zina walau terdapat
penghalang diantaranya, selama penghalang tersebut tipis dan tidak

menghalangi perasaan nikmat bersenggama.’

Para fukaha sepakat dengan pendapat yang berkaitan dengan
perbuatan yang dianggap dengan jarimah zina adalah persetubuhan
terhadap farji manusia yang masih hidup, namun tidak menutup
kemungkinan dengan adanya perkembangan zaman mempengaruhi
kehidupan manusia yang melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang

belum diatur dalam peraturan-peraturan sebelumnya.

" Achmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 7-8.
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b. Niat Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam jarimah zina adalah adanya niat
pelaku yang melawan hukum, unsur tersebut terpenuhi apabila pelaku
melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal pelaku tersebut

mengetahui bahwa wanita yang disetubuhi haram baginya.

Alasan ketidaktahuan terhadap adanya hukuman bagi yang
melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dianggap sebagai tidak
tahu, karena prinsip dari negara Islam adanya alasan tidak tahu hukum
tidak bisa diterima sebagai alasan  dihapusnya  hukuman
pertanggungjawaban pidana. Dengan itu seseorang yang melakukan
jarimah zina dengan alasan tidak tahu maka alasan tersebut tidak dapat

diterima.®

3. Konsep Hudud dalam Hukum Pidana Islam

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata h}add. H}add pada
dasarnya memiliki pengertian pemisah antara dua hal atau yang membedakan
antara sesuatu dengan yang lain.® Menurut istilah syarak, hudud berarti nama-
nama salah satu tindak kejahatan (jarimah), yang mengenai harta benda
orang, dan lain-lain. Hukumannya juga dinamakan hukuman hudud untuk
semua jenis tindak pidana, dan disebut hukuman h}add untuk salah satu

tindak pidananya. H}add adalah pemberian hukuman yang merupakan hak

& Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 26.
¥ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: Pustaka
Setia, 2013), 46.
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Allah. Alquran sendiri menggunakan kata hudud bukan untuk pengertian
hukuman, melainkan untuk pengertian batas-batas yang telah ditentukan
Allah. Seperti yang telah disebutkan dalam QS Albagarah ayat 229 yang
berbunyi:

O saldall ah Sl 4l a8 5 A8 S8 s

Dan barang siapa yang melanggar hudud (hukum-hukum Allah),
maka mereka adalah orang aniaya.

Dalam hukum Islam kata hudud dibatasi untuk hukuman karena
tindak pidana yang disebutkan oleh Alquran. Hudud merupakan syariat yang
sudah ditetapkan oleh Allah untuk membedakan mana yang halal dan mana

yang haram.

Ditinjau dari kekuasaan hakim, dalam jarimah hudud apabila tindak
pidana telah terbukti secara hukum, maka hakim dalam tugasnya untuk
menjatuhi hukuman tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang
telah ditentukan oleh syarak.’® Kemudian dalam segi ampunan, jarimah
hudud tidak diperkenankan pemaafaan dari pihak manapun, baik dari si
korban, wali, maupun hakim, termasuk kepala negara atau kepala

pemerintahan.

Hudud memiliki beberapa unsur di dalamnya, diantara unsur-unsur

tersebut adalah:

a. Unsur formal

19 5ahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 23.
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Unsur formal yang dimaksud adalah adanya ketentuan syarak
atau nas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan
perbuatan yang dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau
adanya nas yang mengancam perbuatan tersebut akan mendapat hukuman.

Dan ketentuan hukumannya sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.'

b. Unsur moril

Unsur moril dapat disebut juga sebagai pertanggungg jawaban
pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana
harus oran yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena
itu, pembuat jarimah harus sudah mengerti hukum dalam hal ini dapat

diartikan bahwa pembuat jarimah sudah balig.

Hukuman hudud adalah hukum yang bersangkutan dengan harta
benda seseorang, keturunan, keagamaan, keamanan, dan akal pikiran. Hudud

memiliki 7 tindak pidana, diantaranya adalah:

o

Tindak pidana perzinaan

b. Tindak pidana menuduh orang berzina (ghadzaf)

c. Tindak pidana minum arak

d. Tindak pidana pencurian

e. Tindak pidana murtad

1 Rahman Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 52.
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f. Tindak pidana penyamunan (hirabah)
g. Tindak pidana pemberontakan (bughot)

Hudud sendiri telah ditetapkan sebagai hukuman bagi jarimah zina.
Dalam memberikan sebuah hukuman, zina dibagi menjadi dua macam yaitu

zina muh}s}an dan zina ghayru muh}s}an, berikut adalah penjelasannya:

a. Zina muh}s}an adalah zina yang pelakunya sudah atau pernah memiliki
status perkawinan, statusnya sebagai istri, suami, janda atau duda. Mereka

akan dijatuhi hukuman rajam jika melakukan zina.*?

b. Zina ghayru muh}}s}an adalah zina yang dilakukan oleh seorang pria atau
seorang gadis, dapat disebut juga dengan zina yang pelakunya belum

berstatus kawin.*?

c. Dalam zina, terdapat zina ghoyru muh}s}an yaitu perbuatan zina yang
dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang belum
menikah. Hukuman bagi pezina ghoyru muh}s}an adalah didera dan
diasingkan selama 1 tahun. Allah SWT berfirman dalam QS Annur ayat 2
yang berbunyi:

S AT s 8 380 g ERAT5 U500 2ila Lagla 3al'y T8 1M1 31500 2505
el (y A Legallie 3l pall gl s allly o 5iasd 28K

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

12 Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam..., 255.
13 B
Ibid.
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hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Hukuman dera dan pengasingan yang telah dijelaskan pada ayat di
atas merupakan hukuman h}add zina, yang mana hukuman itu telah
ditentukan oleh syarak, oleh sebab itu sanksi dera dan pengasingan terhadap
pelaku zina ghoyru muh}s}an tidak dapat ditambahkan dengan hukuman dera.
Pengasingan dilakukan sampai sejauh jarak yang membolehkan untuk
mengos}or sholat, tidak diperbolenkan untuk kurang dari itu. Allah SWT
menjadikan hukuman dera sebagai keseluruhan dari hukuman h}add zina,
apabila pelaku zina hukumannya tetap ditambahkan dengan hukuman
pengasingan dalam hal ini pelaku zina ditakutkan dapat melakukan
tindakannya lagi disebabkan jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan
sehingga ia tidak khawatir terkena malu, ini adalah pendapat dari ulama

Hanafiyah.'*

Hukuman yang diterima oleh pelaku zina yang telah ditetapkan
dalam dalil-dalil Alguran dan Alhadis adalah hukuman dera atau cambuk dan

banyaknya adalah 100 kali cambukan.

Hukuman dera atau cambukan itu sendiri telah diatur dan ditetapkan
oleh syarak di dalam sumber-sumber hukum, oleh karena itu seorang hakim
tidak berhak untuk menambah atau mengurangi pelaksanaannya. atau
digantikan oleh hukuman lain. Selanjutnya, selain dihukum dengan dera 100

kali, hukuman h}add zina juga terdapat pengasingan. Pengasingan yang

4 Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figih Islam Wa Adillatuhu..., 315.
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dilakukan untuk orang yang melakukan zina ghoyru muh}s}an adalah
pengasingan dalam waktu satu tahun. Ada beberapa pendapat tentang
hukuman pengasingan di kalangan para ulama. Hukuman pengasingan tidak
wajib dilaksanakan, akan tetapi dapat pula penguasa menggabungkan dera
100 kali dengan pengasingan. Menurut para ulama Hanafiyah pengasingan
bukan termasuk bagian dari h}add zina, kewenangan bagi penguasa untuk
menjatuhkan hukuman tersebut kepada pelaku zina. Pengasingan yang
dijatuhkan oleh penguasa kepada pelaku zina serta tidak semena-mena tanpa
dasar karena menjatukan hukuman pengasingan itu harus melihat dari sisi

kemaslahatannya.™

4. Syarat Hukuman Hadd Zina

Seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang dapat dikenakan

hukuman h}add zina adalah sebagai berikut:

a. Pelaku telah baligh, yang memiliki pengertian bahwa seorang anak kecil

yang belum baligh tidak dapat dijatuhi hukuman h}add zina.

b. Pelaku adalah seorang yang memiliki akal, yang memiliki arti pelaku yang

gila tidak dapt dijatuhi hukuman h}add zina.

c. Pelaku adalah seorang muslim,berarti seorang yang kafir tidak dapt

dijatuhi hukuman, pendapat ini menurut ulama Malikiyah.

d. Pelaku melakukan zina atas dasar keinginannya sendiri, tanpa adanya

paksaan.

5 1bid, 316.
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e. Perbuatan zina dilakukan dengan sesama manusia.
f. Perempuannya harus perempuan yang dapat dizinai.
g. Persetubuhannya dilakukan tanpa ada unsur syubhat di dalamnya.

h. Perempuan yang dizinai bukan perempuan yang negerinya telah dikuasai

oleh kelompok pemberontak.

i. Pelaku telah mengakui perbuatannya dan adanya persaksian atas perbuatan
zina yang dilakukan. Pengakuan yang menurut Syafi’i dan Malik bila
pelakunya telah baligh dan berakal yang mengakui perbuatan zina yang
dilakukan. Dan persaksian melalui saksi harus ada empat saksi laki-laki
yang terpercaya yang saksi tersebut menyaksikan secara jelas

persetubuhan tersebut.*®

Sifat dari hukuman h}add zina adalah murni hak Allah SWT karena
hukuman h}add zina diberlakukan untuk menjaga kehormatan dan
melindungi kemaslahatan. Hukuma h}add zina tidak menerima adanya
pengampunan, kesepakatan damai, dan pembebasan setelah kasusnya terbukti

melalui pengakuan pelaku dan kesaksian empat orang saksi laki-laki.

Dalam hukuman h}add untuk perbuatan zina ghayru muh}s}an,
hukuman untuk seorang lak-laki dan seorang perempuan tidak dibedakan,

akan tetapi untuk seorang perempuan harus disertai mahramnya jika ia

!¢ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 24.



30

diasingkan karena ia diharamkan untuk melakukan perjalanan jauh

sendirian.’

B. Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Positif
1. Definisi Tindak Pidana Pencabulan

Kata pencabulan berasal dari kata cabul, cabul dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia memiliki arti keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar
kesopanan, dan kesusilaan. Tindak pidana pencabulan sendiri memiliki
pengertian suatu tindakan kejahatan yang bertentangan dan melanggar norma
kesopanan dan kesusilaan seseorang, yang berasal dari nafsu birahi kelamin.
Seperti seorang laki-laki memegang kelamin seorang perempuan atau
sebaliknya. Para ahli juga berpendapat tentang pengertian pencabulan, adapun
beberapa pengertian pencabulan menurut pendapat para ahli adalah sebagai

berikut:

a. Menurut Moeljatno, pencabulan memiliki arti segala perbuatan yang
melanggar susila atau perbuatan yang keji yang berhubungan dengan nafsu

birahi.*®

b. Menurut R. Soesilo, pencabulan memiliki arti segala bentuk tindakan yang
melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji, dan

semuanya itu dalam liput nafsu birahi.*

17 Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam..., 257.
18 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara), 142.
Y9 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang..., 212.
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Selain itu tindak pidana pencabulan telah diatur di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari pasal 289-296 KUHP yang
kemudian dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar kesusilaan. Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan
tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 289 KUHP, yang dalam
pasalnya berbunyi “Barang Siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman
kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan
padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar

kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak
pidana pencabulan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut yang
mengatur tentang tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 76D dan
pasal 76E. Bunyi pasal 76B adalah sebagai berikut: “Setiap orang dilarang
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian bunyi dari pasal
76E adalah sebagai berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Dari kedua pasal di atas terdapat
garis besar bahwa yang menjadi korban adalah seorang anak, penjelasan dan

pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Unang Nomor 35 Tahun
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2014 adalah: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

C. Keharusan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Hakim adalah seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk mengadili, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 1 butir
8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedang menurut
istilah, hakim sendiri memiliki pengertian sebagai orang yang mengadili sebuah
perkara dalam pengadilan. Sebagai seorang pejabat peradilan yang bertugas
untukmengadili seseorang, hakim memiliki tugas atau wewenang, adapun
wewenang seorang hakim telah banyak di jelaskan dalam KUHAP dan undang-
undang yang mengatur khusus untuk kekuasaan kehakiman yaitu dalam Undang-

undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman sebelumnya juga telah dijelaskan di dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalamnya
menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya, artinya seorang hakim dalam memutus suatu perkara terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tidak dapat ikut

campur dalam tugas hakim untuk mengadili sebuah perkara.?

2 Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta:prenada Media Group,
2016), 25.
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Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan
ketetapan yang diatur dalam undang-undang, hal ini telah tercantum dalam BAB
IX tentang Putusan Pengadilan pasal 50 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan
selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili” dari bunyi pasal tersebut dapat dikatakan
bahwa seorang hakim dalam mengadili sebua perkara harus sesuai dengan sumber

hukum atau pasal yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili sebuah perkara.



BAB Il

DESKRIPSI PERKARA TENTANG PENCABULAN ANAK DI BAWAH
UMUR PERKARA NOMOR: 10/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

A. Profil Singkat Pengadilan Negeri Tenggarong

Pengadilan Negeri Tenggarong merupakan peradilan umum di bawah
naungan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Tenggarong adalah pengadilan
negeri yang berstatus kelas | B yang berada di bawah lingkungan Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur, tepatnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pengadilan Negeri Tenggarong ini awal berdirinya pada tahun 1963 dan berada di
Jalan Ki Hajar Dewantara, kemudian pada tahun 1975 Pengadilan Negeri

Tenggarong dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Tenggarong.
Pengadilan Negeri Tenggarong mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi Pengadilan: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tenggarong Yang Agung”

Misi Pengadilan:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tenggarong

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

pada Pengadilan Negeri Tenggarong

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Negeri Tenggarong

34
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4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri

Tenggarong™

B. Deskriptif Perkara tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur Perkara
Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

1. Kronologi Kasus

Terdakwa adalah Muhammad Rahman alias Pedri bin Muhammad
Sanusi yang saat ini masih menjadi pelajar di SMA. Dan saksi korban adalah

Agusin Dela Afelia yang saat ini masih menjadi pelajar di bangku SMP.

Awal kejadian perkara tersebut adalah pada tanggal 28 Februari
2016 sekira pukul 13.00 wita, saksi korban Agustin Dela Afelia sedang
bermain di rumah terdakwa Muhammad Rahman alias Pedri yang pada saat
itu berstatus pacar korban. Rumah terdakwa beralamatkan di JI. Gerbang
Dayaku, RT 004, RW 002, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan,

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada saat itu saksi korban sedang menunggu di ruang tamu saat
terdakwa mandi. Seusai mandi, terdakwa menemui saksi korban di ruang
tamu, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban ‘“bolehkah aku
pecahkan perawanmu?” dan saksi korban menjawab “aku gak mau, aku masih
takut nanti apa-apa”, namun terdakwa meyakinkan saksi korban akan

bertanggung jawab jika terjadi sesuatu (saksi korban hamil).

'Pengadilan Negeri tenggarong, “Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tenggarong”, http:/pn-
tenggarong.go.id//link/2014070120232627653b2b64ee3435JR.html, diakses pada tanggal 16 Juni
2019.



http://pn-tenggarong.go.id/link/2014070120232627653b2b64ee3435JR.html
http://pn-tenggarong.go.id/link/2014070120232627653b2b64ee3435JR.html
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Terdakwa memulai aksinya dengan merebahkan badan kemudian
membuka celana dan celana dalam korban secara paksa. Sambil melakukan
aksinya, terdakwa membungkam mulut korban dengan ciuman yang sedikit
memaksa. Kemudian, terdakwa melepas celananya dan dengan kedua
tangannya terdakwa memegangi tangan saksi korban. Selanjutnya, dengan
sekali memaksa alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin
saksi korban sambil menggoyangkannya maju mundur kurang lebih 15 menit
hingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin
saksi korban. Sambil menangis saksi korban memakai pakaiannya dan

kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa.?

Setelah kejadian pada hari itu, terdakwa mengulangi persetubuhan
dengan saksi korban kurang lebih 20 kali, dan terakhir dilakukan pada tanggal
13 November 2016. Dalam hubungan keduanya, terdakwa sering Kkali
melakukan tindakan yang kasar kepada saksi korban, bahkan sering
mengancam akan menyebarkan hubungan persetubuhan yang dialaminya
kepada orang lain. Kemudian, saat saksi korban mengetahui bahwa ia telah
hamil, ia segera memberi tahu terdakwa dengan menunjukkan sebuah
tespack. Akan tetapi, bukan tanggungjawab yang diberikan oleh terdakwa
kepada saksi korban seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya,
melainkan sebuah parang yang diayunkan ke arah saksi korban sehingga saksi
korban langsung melarikan diri dan segera melapor ke kantor polisi. Saksi

korban dan keluarganya tidak bersedia jika saksi korban hendak dinikahi oleh

2 putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 10/Pid.Sus/207/PN.Trg, 3-4.
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terdakwa karena sikap keras terdakwa selama ini dan saksi korban bersedia

untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa seorang ayah.

. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan deskripsi kasus di atas, perbuatan Muhammad Rahman
alias Pedri kepada Agustin Dela Afelia, terbukti secara sah dan meyakinkan
bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap orang yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 5 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah)” adapun bunyi dari Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 adalah “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain”. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan

sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Muhammad Rahman alias Pedri terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali
melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya” melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014.
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b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta

rupiah) diganti 3 (tiga) bulan latihan kerja.
c. Menyatakan terdakwa berada di dalam tahanan.

d. Menyatakan barang bukti dalam perkara tersebut adalah: satu lembar
baju dres pendek warna biru dongker abu-abu, satu lembar celana
dalam wanita merah marun, satu lembar BH warna merah muda, satu
tespack, dan terakhir satu BH warna ungu agar dikembalikan kepada

saksi korban.

e. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00

(dua ribu rupiah).’
3. Permohonan Anak
a. Terdakwa masih ingin melajutkan sekolah.

b. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji
tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan

hukuman.

% Ibid., 2.
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4. Keterangan Saksi

Alasan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan seperti itu ialah

berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan

tersebut, adapun keterangannya sebagai berikut:

a. Agustin Dela Afelia,* adalah saksi sekaligus korban yang dipaksa

untuk melakukan persetubuhan dengan Pedri sebagai terdakwa.
Kejadian bermula saat Dela bermain ke rumah Pedri pada tangal 28
Februari 2016, saat itu Dela berada di ruang tamu dan menunggu
Pedri yang sedang mandi. Setelah mandi Pedri memaksa Dela untuk
melakukan persetubuhan dengannya, Dela sempat melawan akan
tetapi tetap saja Pedri lebih kuat dibanding dengan Dela. Pedri
memulai aksinya dengan merebahkan badan Dela di lantai, kemudian
membuka paksa celana dan celana dalam Dela sambil menciuminya,
selanjutnya Pedri membuka celananya kemudian memegang kedua
tangan Dela sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat
kelamin Dela. Setelah itu, Pedri menggoyangkan alat kelaminnya di
dalam alat kelamin Dela secara maju mundur kurang lebih 15 menit
hingga spermanya keluar di dalam alat kelamin Dela. Setelah kejadian
itu, Pedri sering memaksa Dela untuk melayaninya, Dela sempat
membantah akan tetapi Pedri selalu mengancam akan menyebarkan ke
orang lain tentang hubungan mereka, sehingga Dela takut dan selalu

menuruti apa yang diinginkan Pedri. Sampai saat Dela tahu bahwa

*1bid., 8.
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dirinya hamil anak Pedri, kemudian dia menceritakan hal tersebut
kepada Pedri sambil membawa tespact, dan bukan tanggungjawab
yang diterima dari Pedri melainkan ancaman akan dibunuh sambil
membawa parang di tangannya. Dela lari ketakutan dan berhasil
meloloskan diri, kemudian dia melapor ke polisi atas perbuatan Pedri
kepada dirinya. Pedri dilaporkan atas tuduhan pencabulan disertai
pemaksaan yang dilakukan olehnya yang saat itu masih menjadi

kekasih Dela.

. Nuryati, beliau adalah ibu dari Agustin Dela Afelia. Nuryati baru
mengetahui bahwa anaknya Dela menjalin hubungan dengan Pedri
setelah tahu bahwa Dela hamil. Dalam kesaksiannya Nuryati memberi
keterangan bahwa anaknya disetubuhi oleh Pedri lebih dari 10 Kali,
dan pernah terjadi kejadian di bulan Agustus 2016 dimana Dela pergi
meninggalkan rumah selama 3 hari dan ternyata tinggal di rumah
kerabat Pedri. Kemudian setelah Dela melaporkan Pedri ke kantor
polisi Nuryati dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Menurut
Nuryati, Pedri sering melakukan tindakan kekerasan kepada Dela,
sehingga keluarga Dela tidak berniat untuk menikahkan Dela dengan

Pedri.
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5. Bukti Penguat

a. Keterangan surat hasil Visum Et Repertum nomor: 214/KTA/XI1/2016
tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli

Amalia Sari, Dokter pada RSUD A. Wahab Sjahranie.

b. Kutipan surat Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan Dinas Pendaftaran
Penduduk Kab. Kukar bahwa saksi korban yang berama Agustin Dela

Afelia umur 16 tahun lahir pada tanggal 12 Agustus 2000.
1) 1 (satu) lembar baju dres pendek warna biru dongker abu-abu.
2) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun.
3) 1 (satu) lembar BH merah muda.
4) 1 (satu) lembar tespack.’
6. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebelum hakim menetapkan putusan kepada perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa maka hakim harus mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:®

a. Keadaan yang memberatkan:’

1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan.

% Ibid., 12.
® Ibid., 18.
7 Ibid.
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2) Perbuatan terdakwa membuat malu dan trauma korban dan

keluarganya.

3) Akibat perbuatan terdakwa, korban Agustin Dela Afelia saat ini dalam
keadaan hamil 8 bulan dan sementara ini tidak dapat melanjutkan

sekolahnya.

b. Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

2) Status terdakwa anak, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki

perilakunya di kemudian hari.

7. Dasar Hukum

Berdasarkan dengan adanya fakta-fakta yang tejadi di dalam
persidangan, bahwasanya jaksa penuntut umum telah memberikan dakwaanya
kepada terdawa dengan dakwaan kombinasi yaitu komulatif, maka majelis
hakim berhak untuk memilih sesuai dengan fakta yang telah terungkap dalam
persidangan. Dakwaan yang dipandang oleh hakim terbukti berdasarkan alat-

alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah dakwaan yang pertama.

Dakwaan pertama yaitu pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D
Undang-Undang Rl Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65

ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang
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Bahwa unsur yang pertama adalah “setiap orang” yang
memiliki arti siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat
diminta pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara ini sebagai
terdakwa adalah Muhammad Rahman alias Pedri bin Muhammad
Sanusi, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan
terdakwa sendiri selama persidangan berlangsung. Terdakwa tidak
keberatan atau menyangkal bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku
tindak pidana ini. Saat dalam persidangan terdakwa membenarkan
identitasnya yang telah dimaksudkan dalam dakwaan dari penuntut
umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan
orang error in personal sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang

diperiksa dalam perkara ini.

Dengan demikian terdakwa telah dianggap sebagai orang
yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah
dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah

terpenuhi.

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa dalam hal ini yang menjadi korban adalah Agustin
Dela Afelia yang berusia 16 tahun, bahwa berdasarkan keterangan
saksi-saksi yang saling bersesuaian dalam persidangan dan didukung

dengan alat bukti-bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Pada
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saat kejadian saksi korban Agustin Dela Afelia sedang bermain di
rumah terdakwa Muhamma Rahman alias Pedri yang pada saat itu
berstatus pacar korban. Rumah terdakwa beralamatkan di JI. Gerbang
Dayaku, RT 004, RW 002, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan,
Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat itu saksi korban sedang
menunggu di ruang tamu saat terdakwa mandi. Seusai mandi,
terdakwa menemui saksi korban di ruang tamu, kemudian terdakwa
berkata kepada saksi korban “bolehkah aku pecahkan perawanmu?”
dan saksi korban menjawab “aku gak mau, aku masih takut nanti apa-
apa”, namun terdakwa meyakinkan saksi korban akan bertanggung
jawab jika terjadi sesuatu (saksi korban hamil). Terdakwa memulai
aksinya dengan merebahkan badan kemudian membuka celana dan
celana dalam korban secara paksa. Sambil melakukan aksinya,
terdakwa membungkam mulut korban dengan ciuman yang sedikit
memaksa. Kemudian, terdakwa melepas celananya dan dengan kedua
tangannya terdakwa memegangi tangan saksi korban. Selanjutnya,
dengan sekali memaksa alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam
alat kelamin saksi korban sambil menggoyangkannya maju mundur
kurang lebih 15 menit hingga kemudian terdakwa mengeluarkan
spermanya di dalam alat kelamin saksi korban. Sambil menangis saksi
korban memakai pakaiannya dan kemudian pergi meninggalkan
rumah terdakwa. Setelah kejadian pada hari itu, terdakwa mengulangi

persetubuhan dengan saksi korban kurang lebih 20 kali, dan terakhir
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dilakukan pada tanggal 13 November 2016. Dalam hubungan
keduanya, terdakwa sering kali melakukan tindakan yang kasar
kepada saksi korban, bahkan sering mengancam akan menyebarkan
hubungan persetubuhan yang dialaminya kepada orang lain.
Kemudian, saat saksi korban mengetahui bahwa ia telah hamil, ia
segera memberi tahu terdakwa dengan menunjukkan sebuah tespack.
Akan tetapi, bukan tanggungjawab yang diberikan oleh terdakwa
kepada saksi korban seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa
sebelumnya, melainkan sebuah parang yang diayunkan ke arah saksi
korban sehingga saksi korban langsung melarikan diri dan segera
melapor ke kantor polisi. Saksi korban dan keluarganya tidak bersedia
jika saksi korban hendak dinikahi oleh terdakwa karena sikap keras
terdakwa selama ini dan saksi korban bersedia untuk membesarkan

anaknya sendiri tanpa seorang ayah.

8. Amar Putusan

Putusan dalam perkara ini yang susunan majelis hakim meliputi Titis
Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai hakim ketua, dengan dibantu oleh
Ormulia Orriza, SP sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Fitri Ira P,
SH sebagai penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan
terdakwa yang didampingi orang tua dengan dihadiri penasehat hukumnya
serta dihadiri pembimbing kemasyarakatan. Majelis hakim memutuskan
perkara terdakwa tersebut dengan menggunakan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76

huruf D Undang-Undang Rl Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
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Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo

pasal 65 ayat (1) KUHP. Adapun bunyi dari amar putusannya yaitu sebagai

berikut:®

1.

Menyatakan Muhamad Rahman alias Pedri telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali
melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya”.

Menjatuhkan pidana kepada Muhammad Rahman alias Pedri dengan

pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Menjatuhkan pidana denda kepada Muhammad Rahman alias Pedri
sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan
jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pelatihan

kerja selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

anak dikurangkan seluruhnya dari piana yang dijatuhkan.

Memerintahkan Muhammad Rahman untuk tetap berada di dalam

tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar baju dres pendek warna biru dongker abu-abu.

1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun.

8 bid., 19.
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1 (satu) lembar BH merah muda.
1 (satu) lembar tespack.

Dikembalikan kepada korban Agustin Dela Afelia.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

kepada Muhammad Rahman alias Pedri.



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
NOMOR: 10/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG TENTANG HUKUMAN
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN

A. Analisis Hukum olen Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana
Persetubuhan di Luar Perkawinan pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Trg

Pada kalangan masyarakat saat ini, penerapan pemidanaan terhadap anak
di bawah umur yang melanggar atau melakukan suatu tindak kejahatan sering
menimbulkan perdebatan, karena adanya hal tersebut memiliki konsekuensi yang
luas baik menyangkut pengaruh lingkungan yang negatif dan juga dalam diri
anak. Pemidanaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang sistem pemidanaan peradilan anak dan sistem itu telah diberlakukan
sejak tanggal 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan dalam undang-undang tersebut
lebih relevan dibanding dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
pengadilan anak yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Pemidanaan terhadap seorang anak ditetapkan oleh seorang hakim,
hakim adalah salah satu dari aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan,
yang memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang telah diajukan
kepadanya, selain itu hakim juga memiliki fungsi dari kewenangan mengadili
mengandung pengertian bahwa hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan

memberikan keadilan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

48
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Dalam memimpin sebuah persidangan, majelis hakim harus tepat dalam
memberikan suatu putusan, putusan adalah sebuah produk hukum. Sebuah
putusan bukan hanya akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari seorang
hakim dalam memutuskan perkaraakan tetapi akan menjadi bagian dari sumber
hukum baru yang mengandung kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di
masa yang akan datang. Putusan bukan hanya akan menjadi sebuah media dalam
menyatakan orang bersalah atau tidak, dapat pula sebagai sarana untuk orang
mengambil kembali hak-haknya yang masih dalam penguasaan orang lain,
sesungguhnya putusan itu merupakan dari olah pikir dan pendalaman nurani yang
dikemas menjadi sebuah teori-teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah
putusan akan mengandung nilai-nilai yuridis, logis, dan akademik.*

Salah satu bentuk putusan tersebut adalah sebuah kasus yang dilakukan
oleh Muhammad Rahman alias Pedri bin Muhammad Sanusi yang saat itu telah
berusia 18 tahun sebagai terdakwa di dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Trg. Dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan suatu
tindak kejahatan yang berupa pencabulan dengan cara pemaksaan kepada Agustin
Dela Afelia yang saat itu sebagai pacar terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap di dalam persidangan dari beberapa keterangan sak-saksi yang
bersesuaian antar satu sama lain. Perbuatan terdakwa bermula pada tanggal 28

februari 2016 saat itu bertepatan pada hari Minggu pukul 13.00 WITA, bertempat

'Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebagai Sebuah
Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung: Alvabeta,
2013), 32.
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pada rumah terdakwa yang beralamatkan di JI. Gerbang Dayaku, RT 004, Desa
Loa Duri Hilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Karta Negara.

Pada saat itu saksi korban menunggu di ruang tamu dan saat itu
terdakwa sedang mandi, setelah usai mandi terakwa menghampiri saksi korban
dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ia akan
memecahkan perawannya. Saksi korban tidak menyetujui permintaan terdakwa,
akan tetapi terdakwa meyakinkan saksi korban akan bertanggung jawab jika
terjadi apa-apa nantinya (korban hamil).

Terdakwa memulai aksinya dengan merebahkan badan kemudian
membuka celana dan celana dalam korban secara paksa. Sambil melakukan
aksinya, terdakwa membungkam mulut korban dengan ciuman yang sedikit
memaksa. Kemudian, terdakwa melepas celananya dan dengan kedua tangannya
terdakwa memegangi tangan saksi korban. Selanjutnya, dengan sekali memaksa
alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban sambil
menggoyangkannya maju mundur kurang lebih 15 menit hingga kemudian
terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban. Sambil
menangis saksi korban memakai pakaiannya dan kemudian pergi meninggalkan
rumah terdakwa.

Setelah kejadian pada hari itu, terdakwa mengulangi persetubuhan
dengan saksi korban kurang lebih 20 kali, dan terakhir dilakukan pada tanggal 13
November 2016. Dalam hubungan keduanya, terdakwa sering kali melakukan
tindakan yang kasar kepada saksi korban, bahkan sering mengancam akan

menyebarkan hubungan persetubuhan yang dialaminya kepada orang lain.
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Kemudian, saat saksi korban mengetahui bahwa ia telah hamil, ia segera memberi
tahu terdakwa dengan menunjukkan sebuah tespack. Akan tetapi, bukan
tanggungjawab yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban seperti yang
telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, melainkan sebuah parang yang
diayunkan ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung melarikan diri
dan segera melapor ke kantor polisi. Saksi korban dan keluarganya tidak bersedia
jika saksi korban hendak dinikahi oleh terdakwa karena sikap keras terdakwa
selama ini dan saksi korban bersedia untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa
seorang ayah.

Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan
kombinasi, akan tetapi majelis hakim pada saat itu memilih dengan cermat
tuntutan mana yang lebih pas dan sesuai dengan perkara tersebut, adapun tuntutan
jaksa yang telah dipilih adalah pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang lebih jelasnya
sebagai berikut:

Pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang yang melangggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).?’

Kemudian dalam pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut “Setiap Orang dilarang

? pasal 81 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 45.
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melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dan yang terakhir adalah pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi“Dalam
hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam

dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Dalam tuntutan tersebut, jaksa penuntut umum memberikan alat bukti
dan menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dakwaannya yang ditujukan
kepada terdakwa. Alat bukti tersebut meliputi surat hasil Visum Et Repertum
nomor: 214/KTA/X11/2016 tanggal 05 Desember 2016, Akta kelahiran dari saksi
korban, 1 lembar dres pendek biru dongker abu-abu milik saksi korban, dan

celana dalam dan BH yang digunakan saksi korban.

Selain barang bukti, jaksa penuntut umum juga mendatangkan saksi-
saksi, yang pertama adalah saksi korban sendiri yaitu Agustin Dela Afelia yang
menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian Nuryati, yaitu ibu dari saksi korban
beliau memberi keterangan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa anaknya
berpacaran dengan terdakwa. Beliau mengetahui setelah dipanggil pihak
kepolisian saat anaknya telah melaporkan atas tindak kejahatan yang dilakukan
oleh terdakwa. Beliau dan keluarga besar tidak akan menikahkan terdakwa dengan
anaknya karena menilai bahwa sikap kasar terdakwa dan tidak ada iktikad baik

dari terdakwa dan keluarga terdakwa untuk meminta maaf sebelumnya.

* Ibid., 40.
* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
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Melalui alat bukti dan saksi-saksi yang dilaporkan oleh jaksa penuntut
umum, majelis hakim menggali segala pentunjuk yang ada. Selanjutnya dengan
jelas dikatakan bahwa pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa paling singkat adalah 5
(lima) tahun, dan paling lama adalah 15 (lima belas) tahun serta dengan denda Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan pada amar putusan yang
dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam poin kedua,
terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara.
Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada pasal 81 ayat (1) jo
pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena masa hukuman
yang ditetapkan oleh hakim berada di bawah ancaman hukuman paling singkat
yaitu 5 (lima) tahun. Hal ini berkaitan dengan majelis hakim yang dalam
menangani kasus tersebut menggunakan peradilan anak, dan menganggap
terdakwa masih anak di bawah umur. Sedangkan dalam kejadian tersebut,
terdakwa sudah genap berusia 18 tahun saat melakukan tindak pencabulan kepada
saksi korban terakhir kalinya pada tanggal 13 November 2016. Selanjutnya di
dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam pasal
tersebut telah dijelaskan bahwa yang masih dianggap seorang anak adalah
seseorang yang masih dalam kandungan hingga mereka berumur 18 (delapan)

belas tahun. Dan kalau sudah berumur 18 tahun atau lebih dari itu berarti mereka
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telah dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab dengan tindak pidana yang

dilakukan sesuai dengan peradilan umum.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, majelis hakim akan
menggunakan pertimbangan hukum, pertimbangan hukum ini berkaitan dengan
keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang
memberatkan terdakwa menurut majelis hakim meliputi yang pertama adalah
perbuatan terdakwa bertentangan dengan kesusilaan. Kejadian yang bertentangan
dengan kesusilaan saat ini sangatlah meresahkan masyarakat, yang berarti
terdakwa menjadikan kehidupan masyarakat memiliki ketidaknyamanan terhadap
tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yakni pencabulan dan ancaman kekerasan
yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban. Hingga mengakibatkan saksi

korban hamil 8 bulan.

Keadaan yang memberatkan kedua adalah saksi korban dibuat malu dan
mengalami trauma psikis dalam diri korban. Pertama trauma psikis yang dialami
oleh korban adalah depresi yang mengakibatkan saksi korban menyalahkan diri
sendiri atas perbuatan terdakwa. Dampak kedua yang terjadi akibat trauma psikis
yang dialami korban adalah gangguan makan, gangguan makan ini terjadi untuk
pelampiasan mengendalikan trauma yang saksi korban alami. Akan tetapi bukan
membantu korban semakin baik, namun kondisi tubuh korban semakin tidak

sehat.

Seorang hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa haruslah

memperhatikan keadaan yang dialami korban, karena seperti yang telah kita
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ketahui seorang hakim adalah tangan kanan Tuhan untuk memutuskan suatu

perkara yang terjadi di dunia.

Setelah dengan pemaparan keadaan-keadaan yang memberatkan
terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang
meringankan. Keadaan yang meringankan tersebut meliputi terdakwa sebelumnya
belum pernah mendapatkan hukuman. Dengan demikian terdakwa akan merasa
menyesal setelah dijatuhi hukuman kepadanya sehingga akan takut untuk
melakukan perbuatannya kembali di masa depan dan menyesal atas apa yang telah
terdakwa lakukan. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan bukanlah alasan
untuk memberi keringanan kepada terdakwa, karena sesungguhnya dengan adanya
penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk terdakwa Muhammad

Rahman alias Pedri benar-benar bertaubat.

Dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa majelis hakim selain harus
melihat keadaan yang meringankan juga harus melihat keadaan yang
memberatkan. Salah satu hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan
berulang, bukan hanya sekali pencabulan yang dilakukan tehadap koban
melainkan lebih dari 20 kali sejak kejadian pertama. Dengan demikian hukuman
yang diberikan kepada terdakwa seharusnya sesuai dengan undang-undang yang
berlaku dan tidak berada di bawah minimal tuntutan pada pasal yang dituntutkan

oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu dalam mengadili sebuah perkara hakim harus sesuai dengan

sumber hukum yang tertulis yang telah dijadikan dasar untuk mengadili sebuah
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perkara. Hal ini telah dijelaskan di dalam BAB IX Pasal 50 ayat (1) Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “
Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat
pasal tertentu dari peraturan perundang-undngan yang bersangkutanatau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili”.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang menangani
kasus pencabulan yang dilakukan oleh Muhammad Rahman alias Pedri sebagai
terdakwa, lebih tepatnya harus sesuai dengan ketetapan hukuman yang telah

diatur di dalam undang-undang, yaitu tidak lebih ataupun kurang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Persetubuhan di

Luar Perkawinan pada Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana yang telah dilakukan oleh
seorang baligh dan berakal maka ia harus bertanggungjawab atas apa yang telah ia
lakukan. Maksud dari baligh dan berakal adalah telah mencapai dewasa, berakal,
sehingga dapat mengetahui apa yang haram baginya baik mengetahui melalui nas-
nas yang menunjukkan keharaman perbuatan yang dilakukan atau

mendapatkannya melalui bertanya kepada orang lain.

Sebagaimana kasus yang terjadi di dalam perkara terdakwa Muhammad
Rahman bin Muhammad Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar ketentuan pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak yang ia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan

penjara.
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Hukum memiliki peran yang penting dalam kehidupan, menganggap
sanksi yang diberlakukannya begitu kejam. Begitu pula dengan hukum Islam di
kalangan masyarakat awam dianggap sebagai hukuman yang sangat kejam,
misalnya seperti tindak pidana pencurian maka hukumannya adalah dipotong
tangan, atau tindak pidana perzinaan maka hukumannya adalah rajam sampai mati
bagi yang sudah menikah dan didera 100 kali serta diasingkan ke kota terpencil
bagi seorang yang belum menikah, padahal hukuman itu dibentuk bertujuan untuk
memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi

kembali tindakan yang ia perbuat.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rahman bin
Muhammad Sanusi alias Pedri ini dalam hukum Islam dapat disebut sebagai
ta’addud al-jarai>m yang mempunyai pengertian perbuatan yang dilakukan
secara berulang-ulang. Karena tidak hanya satu kali melakukan tindak pidana
pencabulan kepada saksi korban Agustin Dela Afelia. Adapun perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan zina, yang perbuatannya telah termuat
dalam firman Allah SWT QS Annur ayat 2:

L Al o 8 26T Ungs SOATS U500 28Le Lnha sty (6 153818 31750, 2175
D5l e A Ui 0057 AT STl ally kot 26

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap

seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,
jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-

orang yang beriman.

Hukuman dera dan pengasingan yang telah dijelaskan pada ayat di atas

merupakan hukuman h}add zina, yang mana hukuman itu telah ditentukan oleh
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syarak dalam sumber-sumber hukum, oleh karena itu seorang hakim tidak berhak
untuk menambah atau mengurangi pelaksanaannya. atau digantikan oleh hukuman
lain. Selanjutnya, selain dihukum dengan dera 100 kali, hukuman h}add zina juga
terdapat pengasingan. Pengasingan yang dilakukan untuk orang yang melakukan
zina ghoyru muh}s}an adalah pengasingan dalam waktu satu tahun. Ada beberapa
pendapat tentang hukuman pengasingan di kalangan para ulama. Hukuman
pengasingan tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi dapat pula penguasa

menggabungkan dera 100 kali dengan pengasingan.

Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan zina, karena telah
memenuhi unsur-unsur perbuatan zina yang mana telah melakukan persetubuhan
yang diharamkan baik dalam kemaluan mulai dari kepala kemaluan hasyafah
yang masuk ke dalam farji walaupun hanya sedikit, itu sudah dianggap sebagai
zina walau terdapat penghalang diantaranya, selama penghalang tersebut tipis dan
tidak menghalangi perasan nikmat bersengama. Dan adanya syarat-syarat yang
telah tindak pidana perzinaan yang telah terpenuhi seperti terdakwa telah baligh,
berakal, seorang muslim, terdakwa melakukan perizinaan atas dasar keinginannya
sendiri tanpa paksaan, dilakukannya dengan sesama manusia, dengan seorang
perempuan, perempuan tersebut bukan merupakan perempuan dari negeri yang
terjajah, dan yang terakhir adalah pelaku telah mengakui atas perbutaan yang ia
lakukan. Dengan demikian dalam hukum Islam terdakwa diancam dengan
hukuman h}add dikarenakan terdakwa belum menikah jadi perzinaan tersebut

termasuk dalam zina ghoyru muh}s}an.
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Hukuman h}add zina, telah disebutkan tadi adalah dengan dera 100 kali
dan pengasingan terhadap pelaku zina. Pengasingannya pun dilakukan sampai
sejauh jarak yang membolehkan seseorang untuk menggosor sholat, tidak
diperbolehkan jaraknya kurang dari ketentuan tersebut. alam hukuman h}add
untuk perbuatan zina ghayru muh}s}an, hukuman bagi laki-laki dan hukuman bagi
perempuan tidak dibedakan, keduanya sama akan tetapi untuk perempuan harus
disertai mahramnya jika ia diasingkan karena haram baginya melakukan
perjalanan yang jauh sendirian. Hukum Islam dalam menangani sebuah kasus
tidaklah semudah hukum positif, hukum Islam harus berhati-hati dalam

memberikan penghukuman terhadap pelakunya.

Penulis berpendapat terhadap hukuman yang telah diputuskan oleh
majelis hakim terhadap terdakwa, yakni dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan
yang artinya itu berada di bawah ancaman hukuman paling singkat pada pasal 81
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungnan Anak
yaitu 5 tahun penjara. Dengan demikian, pemberatan hukuman dapat diterapkan
untuk membuat hukuman terdakwa lebih berat lagi atau setidaknya sama dengan
ancaman penjara paling singkat dalam pasal tersebut. Hal ini bertujuan untuk
memberi efek jera kepada terdakwa, tidak hanya untuk terdakwa saja melainkan
juga itu dapat berpengaruh terhadap pelaku lain di luar sana yang melakukan
tindakan yang sama seperti yang terdakwa lakukan sehingga tidak merasa jera

karena ancaman hukuman yang dianggap terlalu ringan.
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Dengan demikian, alangkah baiknya bila putusan yang diberikan oleh
majelis hakim sesuai dengan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana
sesuai dengan ancaman hukuman yang terdapat pada undang-undang agar
terdakwa jera atas apa yang terdakwa perbuat dan tidak mengulangi perbuatan

yang sama maupun tindak pidana lain yang melanggar hukum yang ada



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian yang telah

dijelaskan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim yang digunakan pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Trg adalah pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim mejatuhkan berupa
penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00,
dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayarnya maka harus
diganti dengan pelatihan kerja selama 2 bulan. Sedangkan dalam pasal
yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman tertera bahwa hukuman

paling singkat yang harus dijatuhkan adalah 5 (tahun) penjara.

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada
terdakwa jarimah zina dalam kasus di atas adalah penerapan sanksi h}add.
Karena dari kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina.
Hal ini memang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Alquran karena di negara Indonesia tidak menggunakan hukum

pidana Islam sebagai dasar hukumnya.
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B. Saran

Saran untuk semua aparat penegak hukum khususnya seorang hakim atau
calon-calon hakim supaya dalam menangani suatu perkara harus lebih cermat,
karena putusan yang hakim telah putuskan nantinya akan dipertanggungjawabkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh bangsa, negara, diri pribadi, semua pihak
yang berperkara, dan kepada masyarakat pada umumnya. Kemudian untuk para
orang tua dan masyarakat pada umumnya, diharapkan agar lebih menjaga anaknya
dari pengaruh buruk di luar sana. Akibat perkembangan zaman makin banyak pula

tingkat kejahatan, selain itu selalu mendidik anak dengan baik sejak dini.
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